BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ {44 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TANJUNG
BARU-TANJUNG SELATAN DI DESA MABURAI KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

MABUUN KECAMATAN MURUNG PUDAK DAN

DESA TANTA HULU KECAMATAN TANTA

BUPATI TABALONG,

. bahwa untuk lancarnya penyelenggaraan pengadaan tanah

Jalan Tanjung Baru-Tanjung Selatan di Desa Maburai,
Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak dan Desa
Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, perlu
dibentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau
Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2106);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan

Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Di Atasnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor
288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2324);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
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Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 366);

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 55),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 64);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan
Pengadaan Tanah Jalan Tanjung Baru-Tanjung Selatan di Desa
Maburai, Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak dan
Desa Tanta Hulu kecamatan Tanta dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
1mni.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Persiapan:
1. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
2. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana
pembangunan;
3. melaksanakan konsultasi public rencana pembangunan;
4. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Jalan
Tanjung Baru -Tanjung Selatan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan
pengadaan tanah yang ditugaskan oleh Bupati Tabalong.
b. Sekretariat Tim Persiapan:

1. mengumpulkan dan mencatat hasil pekerjaan dari tim
persiapan pengadaan tanah

2. menjadi Pusat informasi kegiatan pengadaan tanah

3. menyusun dan menyampaikan laporan kepada tim
persiapan pengadaan tanah

4. menerima laporan keberatan atau keluhan dari
masyarakat yang berada dalam daftar penetapan lokasi
pembangunan jalan

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.




KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

y

ANANG SYAKHFIANI A

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala BPKKD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Camat Murung Pudak di Murung Pudak.

Camat Tanta di Tanta.

Kepala Desa Maburai di Maburai.

Kepala Desa Tanta Hulu di Tanta Hulu.
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 144 /2021
TANGGAL |( 0nd0ss 202

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TANJUNG BARU-TANJUNG SELATAN DI DESA
MABURAI KELURAHAN MABUUN KECAMATAN MURUNG PUDAK DAN

DESA TANTA HULU KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

JABATAN

NO. JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM KET

55 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN KETUA
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
TABALONG

2. KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS | WAKIL KETUA
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ANGGOTA
TABALONG

4. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANGGOTA
DAERAH KABUPATEN TABALONG

S. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ANGGOTA
PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

6. KEPALA  DINAS PERTANIAN KABUPATEN ANGGOTA

TABALONG

KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT ANGGOTA
DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

b

ANANG SYAKHFIANI &
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 144 /2021
TANGGAL |6 apst 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TANJUNG BARU-TANJUNG SELATAN DI DESA
MABURAI KELURAHAN MABUUN KECAMATAN MURUNG PUDAK DAN DESA

TANTA HULU KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

NO.

JABATAN
JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM KET

KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN TANAH PADA KETUA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
TABALONG

KEPALA SEKSI PENANGANAN MASALAH | ANGGOTA
PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TABALONG

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN TANAH PADA | ANGGOTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
TABALONG

STAF BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS | ANGGOTA
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG (6

ORANG)

BUPATI TABALONG,

<t

ANANG SYAKHFIANI




